WALIKOTA PAPDANG PANJANG \

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 6
TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DI KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
472.11/2945/8] perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan
Kelahiran, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota
Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota Padang Panjang.

—

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 962);

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);
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8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2).



Menetapkan :

Diundangkan di
pada tanggal
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22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.3);

23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN DI KOTA PADANG PANJANG.

PASALI

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota Padang
Panjang yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan Desember 2010.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Phdang Panjang.

Ditetapkan di :
pada tanggal : ber 2009 M

SUIR SYAM

: Padang Panjang
N 10 Desember 2009 M

ERAH KOTA PADANG PANJANG,

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 26 SERI E. 7




